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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Bahwa terdapat beberapa peraturan yang sudah ada di Indonesia yang 

mengatur mengenai hal yang bersinggungan dengan tindakan 

penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif 

ancaman seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi yang sebetulnya sudah dapat dikatakan bahwa ada 

perlindungan hukum yang memihak kepada korban penyebarluasan 

hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman yaitu dengan 

melihat kepada Pasal 49 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Pasal 27 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tahun 

2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan  Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dalam 

peraturan-peraturan hukum tersebut masih terdapat benturan norma 

karena ada pasal yang memihak kepada perlindungan hukum korban 

dan juga ada pasal yang justru dapat menjadi celah untuk kriminalisasi 

korban yang berkaitan dengan benturan norma tersebut juga ada satu hal 

yang dapat diperhatikan lebih lanjut yaitu mengenai Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang masih belum disahkan sampai 

saat ini yang dalam rancangan tersebut terdapat rencana akan 

menyatukan semua peraturan mengenai tindak pidana khusus ke dalam 

satu undang-undang. Terlebih dapat melihat bahwa dalam kasus serupa 

kerap kali ditemukan adanya ketimpangan posisi yang berhubungan 

dengan relasi kuasa sehingga sering kali dicari celah agar tindakan 

korban dalam hal ini dikrimanlisasi. 
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Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, undang-undang 

tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang sangat solutif untuk 

perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan hubungan seksual dan 

pornografi dengan motif ancaman dengan melihat khususnya dalam 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus dan jelas melindungi 

korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif 

ancaman. Namun dalam penerapannya dapat juga melihat lebih lanjut 

penjelasan yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengenai apa yang 

dimaksud dengan penyebaran serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008 Tentang Pornografi untuk melihat apa yang dimaksud dengan 

pornografi tersebut atau dalam hal ini merupakan objek yang 

disebarluaskan dengan motif ancaman. Lebih lanjut, karena adanya 

unsur ancaman dalam tindak kejahatan ini maka dapat melihat kepada 

delik mengenai ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

khususnya dalam Pasal 369 ayat (1).  

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat dilihat 

adanya perlindungan hukum bersifat preventif dan represif terhadap 

korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif 

ancaman. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diatur mengenai hak 

restitusi, pelaporan, dan perlindungan hukum kepada korban secara 

khusus. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga apabila tindakan korban 

awalnya memang betul menyebarluaskan hubungan seksual dan 

pornografi tersebut dan hanya kepada pelaku dengan kesepakatan tidak 

akan disebarluaskan lagi dengan motif dan/atau situasi apapun 

kemudian pelaku mengancam korban menggunakan apa yang sudah 

didapatkannya maka korban tetap mendapatkan perlindungan hukum 
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sebagai korban dari tindak kejahatan yang ditetapkan sebagai kejahatan 

kekerasan seksual. Kemudian dalam hal tindakan dilakukan di 

lingkungan perguruan tinggi, perlindungan hukum korban dapat 

didasari dengan melihat kepada Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

2. Bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku penyebarluasan hubungan 

seksual dan pornografi dengan motif ancaman dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dapat melihat kepada Pasal 369 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai ancaman. 

Kemudian dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dapat melihat kepada Pasal 27 jo Pasal 26 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dan kemudian dalam Undang-Undang Pornografi dapat melihat kepada 

Pasal 4 jo Pasal 6 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi. Namun selain ketiga undang-undang tersebut terdapat satu 

undang-undang baru yang secara khusus mengatur mengenai 

penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif 

ancaman yang dapat dijadikan dasar hukum yang lebih tepat untuk 

melakukan pemidanaan terhadap pelaku penyebarluasan hubungan 

seksual dan pornografi dengan motif ancaman yaitu melihat kepada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual khususnya Pasal 14 yang dapat dari pasal tersebut 

disimpulkan bahwa pelaku penyebarluasan hubungan seksual dan 

pornografi dengan motif ancaman dapat dipidana yaitu dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar 

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Penerapan pasal tersebut tetap 

harus melihat lebih lanjut penjelasan yang ada pada Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

untuk mengenai apa yang dimaksud dengan penyebaran serta Undang-
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Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi untuk melihat apa 

yang dimaksud dengan pornografi tersebut atau dalam hal ini 

merupakan objek yang disebarluaskan dengan motif ancaman. Lebih 

lanjut, karena adanya unsur ancaman dalam tindak kejahatan ini maka 

dapat melihat kepada delik mengenai ancaman dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 369 ayat (1).  

5.2. Saran 

Melihat sebelumnya ada kekeliruan, perbenturan norma, dan 

kriminalisasi pada korban kekerasan seksual maka seharusnya penegak 

hukum dapat lebih lanjut memperdalam pengetahuan mengenai kekerasan 

seksual khususnya dalam hal penyebarluasan hubungan seksual dan 

pornografi dengan motif ancaman. Karena penegak hukum dalam hal ini 

berperan penting dalam perlindungan hukum korban dan penindaklanjutan 

kasus terhadap pelaku tindak kejahatan. Apabila penegak hukum dapat lebih 

tegas menangani kasus serupa maka diharapkan tindak kejahatan 

penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengann motif ancaman 

dapat berkurang hingga hilang. Lebih lanjut dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

maka diharapkan segala hal yang diatur dalam peraturan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik sehingga menambah rasa percaya korban kepada 

penegak hukum untuk menangani kasus serupa sehingga dapat membantu 

menanggulangi permasalahan tingginya angka penyebarluasan hubungan 

seksual dengan motif ancaman karena adanya sikap tegas dalam 

menghadapi permasalahan serupa. Lebih lanjut karena terdapat Rancangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih belum disahkan dan ada 

kemungkinan bahwa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana 

khusus akan dikodifikasikan menjadi satu undang-undang sebaiknya dalam 

perancangannya tidak ada lagi norma yang berbenturan karena akan 

menimbulkan masalah hukum baru dan sebaiknya untuk undang-undang 

mengenai kekerasan seksual dapat berdiri secara sendiri saja sehingga 

dalam penerapannya dapat diberlakukan asas lex specialis derogat legi 

generali dengan pertimbangan perlindungan hukum bagi korban. Selain 
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dari sisi konstruksi dan penegakkan hukum untuk mengurangi angka 

peningkatan kasus penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi ini 

dapat dilakukan dengan sikap preventif oleh agen sosial seperti orang tua 

sebagai agen sosial primer serta meningkatkan kontrol diri kepada diri 

sendiri dengan tujuan membatasi perilaku individu sehingga menghindari 

terjadinya penyimpangan dalam hal norma sosial atau penyimpangan dalam 

norma hukum.  
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